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2.1 Pengertian dan Sejarah Bank Syariah di Indonesia
2.1.1 Pengertian
Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 pasal 1 tentang perbankan
Bank adalah “ Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak”. Bank umum adalah bank yang didalam usahanya mengumpulkan dana
terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan di dalam usahanya
bank umum terutama memberikan kredit berjangka pendek.
2.1.2 Sejarah Bank Syariah Di Indonesia
Berkembangan bank-bank dengan landasan syariah islam diberbagai Negara
pada dekade 1970-an, berpengaruh pula ke Indonesia. Pada awal 1980-an, diskusi
mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan. Sejumlah
tokoh yang terlibat dalam diskusi itu antara lain: Karnaen A. Perwataatmadja, M.
Darwan Raharjo, A.M. seafuddin, M.Amin Azis, dan beberapa tokoh lainnya.
Mustafa Edwin Nasution (2006:295)
Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan
prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit
Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ( BPRS ). Kedudukan bank
syariah di Indonesia semakin kukuh pasca disahkannya UU No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah. Andri Soemitra (2009:106). Bank berdasarkan prinsip
syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan
pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan
perbankan lainnya. Kasmir (2007: 21)
2.1.3 Fungsi dan Peran Bank Syariah
Telah kita ketahui bersama bahwa selama ini fungsi dan peran bank
konvensional dikenal sebagai intermediary (penghubung) antar pihak yang
kelebihan dan pihak yang membutuhkan dana selain menjalankan fungsi jasa
keuangan, maka bank syariah mempunyai fungsi dan peran yang berbeda dengan
bank konvensional, yang diantaranya terangkum dalam pembukuan standar
akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization
for Islamic Financial Institution), sebagai berikut : Harahap (2005)
1. Manajer Investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana
nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya
maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat
melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana
lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas
keuangan syariah, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk
mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.
2.2 Kredit
2.2.1 Pengertian
Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat 12, kredit adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.
Kredit merupakan suatu perkataan yang diambil dari bahasa latin Credo,
berarti saya percaya, dengan kata lain : Kepercayaan pada kemampuan seseorang
untuk membayar. Kepercayaan ini didasarkan atas sebuah perjanjian. Jadi
adakalanya kredit dinyatakan hanya sebagai “ janji membayar uang” atau sebagai
izin untuk menggunakan modal orang lain. Muhammad Muslehuddin (2004 :32)
2.2.2 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit
Menurut Kasmir (2008:104) cara yang sampai saat ini masih digunakan
untuk menganalisis apakah calon debitur tersebut dapat dipercaya atau diandalkan
adalah apa yang disebut dengan 5 C, yang meliputi :
1. Character,  untuk mengetahui sifat atau watak dari orang-orang yang
akan diberikan kredit atau pembiayaan benar-benar dapat dipercaya,
hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar
belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup
atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial
standingnya.
2. Capacity, untuk mengetahui kemampuan calon penerima kredit atau
nasabah baik itu dari segi pengetahuannya (pendidikan) dalam
berbisnis dan menjalan usahanya selama ini, sehingga bisa diketahui
tingkat kemampuannya dalam hal menunaikan kewajibannya kepada
bank.
3. Capital, seberapa besar kemampuan calon penerima kredit atau
pembiayaan mengelola modalnya yang bisa dilihat dari laporan
keuangannya.
4. Colleteral, merupakan analisis pada jaminan yang diberikan calon
nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik.
5. Condition, kondisi perekonomian dan politik sekarang pun harus
diperhatikan agar prospek usaha yang akan dibiayai sesuai dengan
yang diharapkan di masa yang akan datang.
2.3 Pembiayaan
2.3.1 Pengertian
Pembiayaan (financing) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak
kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik
dilakukan sendiri maupun lembaga atau dengan kata lain pembiayaan adalah
pendanan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.
Muhammad (2005:17)
Sedangkan dalam Kasmir (2006:102) Pembiayaan adalah penyediaan uang
atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
2.3.2 Tujuan Pembiayaan
Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok.
Muhammad (2005:18), yaitu:
1. Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro
Secara makro tujuan pembiayaan adalah: untuk meningkatkan ekonomi
masyarakat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, peningkatan
produktivitas, membuka lapangan kerja baru, terjadinya distribusi
pendapatan.
2. Tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro
Secara mikro tujuan pembiayaan adalah: untuk memaksimalkan laba,
meminimkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran
kelebihan dana.
2.3.3 Proses Pembiayaan
Menurut Zulkifli (2007:147) ada beberapa tahapan dalam memberikan
pembiayaan kepada nasabah, yaitu :
1. Permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan
dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada officer bank.  namun , dalam
implementasikannya, permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih
dahulu untuk mengetahui ditindak lanjuti permohonan tertulis jika
menurut officer bank usaha dimaksud layak dibiayai.
2. Pengumpulan data dan invetigasi. Data yang diperlukan oleh officer bank
didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk mendukung data
yang diperoleh, officer bank dapat melakukan investigasi antara lain dapat
dilakukan kunjungan lapangan dan wawancara. Proses investigasi ini
dapat dilakukan berkali-kali untuk menyakinkan data yang diberikan
nasabah.
3. Analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan
berbagai metode sesuai kebijakan bank. Dalam beberapa kasus sering kali
menggunakan metode 5C, yaitu meliputi character, capacity, capital,
condition, dan collateral. Selain formula 5C tersebut, juga terdapat enam
aspek yang perlu diperhatikan, antara lain : aspek umum, aspek ekonomi,
aspek teknis, aspek yudiris, aspek kemanfaatan dan kesempatan kerja dan
aspek keuangan.
4. Analisia Rasio
a. Rasio likuiditas. Digunakan untuk mengetahui kemanpuan nasabah
dalam membiayai operasional usaha dan kemampuan perusahaan
untuk mengetahui kewajiban financial saat ditagih.
b. Rasio leverage. Yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui
sebarapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dari hutang.
c. Rasio aktivitas. Yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui
kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari atau
melakukan penjualan, penagihan, piutang, maupun pemmanfaatan
aktivitas yang dimiliki.
d. Rasio rentabilitas. Yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui
kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan.
5. Persetujuan Pembiayaan. Yaitu proses penentuan disetujui atau tidaknya
sebuah pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini juga tergantung kepada
kebijakan bank, yang biasanya disebut sebagai komite pembiayaan.
6. Pengumpulan data tambahan. Yaitu dimana dilakukan untuk memenuhi
persyaratan yang diperoleh dari disposisi komite pembiayaan. Pemenuhan
persyaratan ini merupakan hal yang penting dan merupakan indikasi
utama tindak utama lanjut pencairan dana.
7. Pengikat. Tindakan selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi adalah
proses pengikat, baik pengikat pembiayaan maupun pengikat jaminan.
8. Pencairan. Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan
pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai
disposisi komite pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua
persyaratan telah dilengkapi, maka proses pencairan fasilitas dapat
diberikan.
9. Monitoring. Bagi officer bank syariah, pada saat memasuki tahapan ini
maka sebenarnya resiko pembiayaan baru saja dimulai saat pencairan
dilakukan. Monitoring dapat dilakukan dengan memantau realisasi
pencapaian target usaha dengan bisnis yang dibuat sebelumnya. Apabila
terjadi tidak tercapainya target, maka officer bank harus segera melakukan
tindakan penyelamatan. Tindakan penyelamatan awal adalah dengan
langsung ‘’turun’’ ke lapangan menemui nasabah untuk mengetahui
permasalahan utama yang dialami oleh nasabah, untuk kemudian
memberikan advis penyelesaian masalah.
2.3.4  Jaminan pembiayaan / kredit
Menurut Kasmir (2008:80) ketidakmampuan nasabah dalam melunasi
pembiayaannya, dapat ditutupi dengan suatu jaminan pembiayaan. Fungsi
jaminan pembiayaan adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Dengan
adanya jaminan pembiayaan di mana nilai jaminan, biasanya melebihi nilai
pembiayaan maka bank akan aman. Bank dapat mempergunakan atau menjual
jaminan pembiayaan untuk menutupi pembiayaan apabila pembiayaan yang
diberikan macet.
Dalam prateknya yang dapat dijadikan jaminan pembiayaan oleh calon
debitur adalah sebagai berikut :







7) Dan barang-barang berharga lainnya








Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya
perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus
mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Rizal Yaya,
(2009:180). Murabahah adalah transaksi dengan penjualan barang yang
menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan
pembeli. Sri Nurhayati (2009:160)
Dewan Syariah Nasional telah menetapkan aturan tentang pembiayaan
Murabahah sebagaimana yang telah tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah
Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 adalah sebagai
berikut : Faisal Samri (2011:49)
1. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah
a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
c. Bank membiayai sebagaian atau seluruh harga pembelian barang yang
telah disepakati kualifikasinya.
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bentuk
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan)
dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan
ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada
nasabah berikut biaya yang diperlukan.
g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada
jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan
nasabah.
i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang
dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah
barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
2. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah
a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu
barang atau aset kepada bank.
b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih
dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan
nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang
telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut
mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual
beli.
d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk
membayar uang muka saat mendatangani kesepakatan awal
pemesanan.
e. Jika nasabah kemudian menolah membeli barang tersebut, biaya rill
bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh
bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
g. Jika uang muka memakai kontrak’ urbun’ sebagai alternatif dari uang
muka.
h. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal
membayar sisa harga.
i. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal
sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan
tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi maka nasabah wajib
melunasi kekurangannya.
3. Jaminan dalam Murabahah
a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan
pesanannya.
b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat
dipegang.
4. Hutang dalam Murabahah
a. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah
tidak ada kaitannya dengan transaksi lainnya yang dilakukan nasabah
dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali
barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban
untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap
harus menyediakan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh
memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu
diperhitungkan.
5. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah
a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda
penyelesaian hutangnya.
b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika
salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
6. Bangkrut dalam Murabahah
a. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan
hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi
sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan
2.4.2 Rukun dan Syarat Murabahah
Agar suatu jual beli dapat terlaksana dengan baik (sesuai dengan aturan
Islam), perlu diperhatikan rukun jual beli, yaitu adanya :
a. Penjual (ba’i).
b. Pembeli (musytari).
c. Barang yang dibeli (komoditas).
d. Harga (tsaman) yang terdiri dari harga beli, margin keuntungan,
dan harga jual.
e. Ijab qabul (perjanjian).
Syarat bai’ al murabahah :
a. Harus digunakan untuk barang-barang yang halal: barang najis
tidak sah diperjual-belikan dan barang bukan larangan Negara.
b. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
c. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
d. Kontrak harus bebas dari riba.
e. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas
barang sesudah pembelian.
f. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
2.4.3 Landasan Hukum Murabahah
Adapun landasan hukum murabahah yaitu:
اََرت ْنَع ًةَراَِجت َنوَُكت َْنأ َِّلاإ ِلِطَابْلِاب ْمَُكنَْیب ْمَُكلاَوَْمأ اُولُْكَأت َلا اُونََمآ َنیِذَّلا اَھَُّیأ َای َلاَو ْمُكْنِم ٍض
 اًمیِحَر ْمُِكب َناَك َ َّالله َِّنإ ْمُكَُسفَْنأ اُوُلتَْقت
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu. (QS. An-Nisa’: 29)
2.4.4 Subtansi PSAK 102 : Akuntansi Murabahah
Standar akuntansi tentang jual beli murabahah mengacu pada PSAK No.
102 tentang Akuntansi Murabahah yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari
2008. PSAK ini menggantikan PSAK No. 59. PSAK No. 102 bertujuan untuk
mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi
murabahah, yang dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank,
asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi, dan lainnya yang
menjalankan transaksi murabahah. Disamping itu, PSAK No. 102 juga diterapkan
oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan
tersebut.
Karakteristik
1) Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.
Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian
barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
2) Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak
mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam
murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan
pesanannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual
mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka
penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan
mengurangi nilai akad.
3) Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.
Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat
barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara
angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
4) Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda
untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah
dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada
satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
5) Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan
biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon
sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.
6) Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:
a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka
pembelian barang;
c. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan
pembelian barang.
7) Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah
disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut.
Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
8) Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang
murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari
penjual dan / atau aset lainnya.
9) Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti
komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi
bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati.
Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada
pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual.
Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat
meminta tambahan dari pembeli.
10) Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai
dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda
kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu
melunasi disebabkan oleh force majeur. Denda tersebut didasarkan pada
pendekatan ta’zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap
kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam
akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana
kebajikan.
11) Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang
murabahah jika pembeli:
a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang
telah disepakati.
c. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang
murabahah yang belum dilunasi jika pembeli:
d. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau
e. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
1. Pengakuan Dan Pengukuran Murabahah
a. Akuntansi Untuk Penjual
12) Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar
biaya perolehan.
13) Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:
a.Jika murabahah pesanan mengikat, maka:
i. Dinilai sebesar biaya perolehan; dan
ii. Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi
lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut
diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset:
b. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak
mengikat,  maka:
i. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat
direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
ii. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya
perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
14) Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:
a.Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum
akad murabahah;
b. Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan
sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
c.Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad
murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau
d.Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan
tidak   diperjanjikan dalam akad.
15) Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian
akan tereliminasi pada saat:
a.Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan
setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau
b.Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat
dijangkau oleh penjual.
16) Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya
perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada
akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai
bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan
kerugian piutang.
17) Keuntungan murabahah diakui:
a. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai
atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk
merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih
dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih
yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi
murabahah-nya:
i. Keuntungan diakui saat penyerahan asset murabahah. Metode
ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan
kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang
serta penagihannya relatif kecil.
ii. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang
berhasih ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan
untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak
tertagih relatif besar dan /atau beban untuk mengelola dan
menagih piutang tersebut relative besar juga.
iii. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil
ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh
dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan
piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek,
metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh
mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai
akan penagihan kasnya.
18) Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli
yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang
disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
19) Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan
dengan menggunakan salah satu metode berikut:
a. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang
murabahah dan keuntungan murabahah; atau
b. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan
piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan
pelunasannya kepada pembeli.
20) Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:
a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu,
maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah;
b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli,
maka diakui sebagai beban.
21) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya
sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian
dana kebajikan.
22) Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah
yang diterima;
b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui
sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka
dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-
biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.
b.  Akuntansi Untuk Pembeli Akhir
23) Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai
hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang
wajib dibayarkan).
24) Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya
perolehan murabahah tunai.
25) Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai
diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Beban murabahah
tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang
murabahah.
26) Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan
pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai pengurang
beban murabahah tangguhan.
27) Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban
sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.
28) Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui
sebagai kerugian.
2. Penyajian
29) Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat
direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan
kerugian piutang.
30) Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra
account) piutang murabahah.
31) Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra
account) hutang murabahah.
3. Pengungkapan
32) Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi
murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
a. Harga perolehan aset murabahah;
b. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai
kewajiban atau bukan; dan
c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 102.
2.4.5 Akuntansi Transaksi Murabahah
Berikut ini bentuk jurnal pada transaksi yang terjadi pada akad murabahah
yang bersumber dari PSAK No. 102, sebagai berikut :
a. Pengakuan dan Pengukuran
1) Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan
sebesar biaya perolehan
D. Aset Murabahah xxx
K.  Kas xxx
2) Untuk murabahah pesanan mengikat, pengukuran aset
murabahah setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya
perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang,
rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah,
penurunan nilai aset tersebut diakui sebagai beban dan
mengurangi nilai aset. Jika terjadi penurunan nilai untuk
murabahah pesanan mengikat, maka jurnal :
D. Beban Penurunan Nilai xxx
K. Aset Murabahah Xxx
Untuk murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak
mengikat maka aset dinilai berdasarkan biaya perolehan atau
nilai bersih yang dapat direalisasi, dan dipilih mana yang lebih
rendah. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah
dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan tidak
mengikat, maka jurnal:
D. Kerugian Penurunan Nilai Xxx
K. Aset Murabahah xxx
3)
3) Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah,
maka perlakuannya adalah sebagai berikut :
i. Jika terjadi sebelum akad murabahah akan menjadi
pengurang biaya perolehan aset murabahah, jurnal :
D. Aset Murabahah xxx
K. Kas Xxx
ii. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad
yang disepakati menjadi hak pembeli, menjadi kewajiban
kepada pembeli, jurnal :
D. Kas xxx
K. Utang xxx
iii. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang




iv. Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak
diperjanjikan dalam akad, maka akan menjadi hak
penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lain,
jurnal :
D. Kas xxx
K. Pendapatan Operasional Lain xxx
4) Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon
tersebut akan tereliminasi pada saat :




vi. Akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli




D. Dana Kebajikan – Kas xxx
K.Dana Kebajikan-Potongan Pembelian xxx
5) Pengakuan keuntungan murabahah
vii. Jika penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguh
sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu
periode laporan keuangan, maka keuntungan murabahah
diakui pada saat terjadinya akad murabahah :
D. Kas xxx
D. Piutang Murabahah xxx
K. Aset Murabahah xxx
K. Keuntungan xxx
viii. Namun apabila angsuran lebih dari satu periode maka
perlakuannya adalah sebagai berikut :
1. Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan
syarat apabila resiko penagihannya kecil, maka dicatat
dengan cara yang sama pada butir a.
2. Keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas
yang berhasil ditagih dari piutang murabahah, metode ini
digunakan untuk transaksi murabahah tangguh di mana ada
resiko piutang yang tidak tertagih relatif besar dan/atau
beban untuk mengelola dan menagih piutang yang relatif
besar, maka jurnal :
Pada saat penjualan kredit dilakukan :
D. Piutang Murabahah Xxx
K. Aset Murabahah xxx
K. Keuntungan Tangguhan xxx
Pada saat penerimaan angsuran :
D. Kas xxx
K. Piutang Murabahah xxx
D. Keuntungan Tangguhan xxx
K.Keuntungan Murabahah xxx
3. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil
ditagih, metode ini digunakan untuk transaksi murabahah
tangguh di mana resiko piutang tidak tertagih dan beban
pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar.
Pencatatannya sama dengan poin (2) hanya saja jurnal
pengakuan kentungan dibuat saat seluruh piutang telah
selesai ditagih.
6) Pada saat akad murabahah piutang diakui sebesar biaya
perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada
akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai
sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi sama dengan akuntansi
konvensional, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian
piutang. Jurnal untuk penyisihan piutang tak tertagih :
D. Beban Piutang Tak tertagih Xxx
K. Penyisihan Piutang tak Tertagih xxx
7) Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada
pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu
yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan
murabahah :
ix. Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka
dianggap sebagai pengurang keuntungan murabahah, dan
jurnal :
D. Kas Xxx
D. Keuntungan Ditangguhkan Xxx
K. Piutang Murabahah Xxx
K. Keuntungan Murabahah Xxx
x. Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu penjual
menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian
membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.
Maka jurnal :
Pada saat penerimaan piutang dari pembeli :
D. Kas Xxx
D. Keuntungan Ditangguhkan Xxx
K. Piutang Murabahah xxx
K. Keuntungan Murabahah xxx
Pada saat pengembalian kepada pembeli :
D. Keuntungan Murabahah xxx
K. Kas Xxx
8) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan
kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima
diakui sebagai bagian dana kebajikan :
D. Dana Kebajikan-Kas Xxx
K. Dana Kebajikan - Denda xxx
9) Pengakuan dan pengakuran penerimaan uang muka adalah
sebagai berikut :
xi. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar
jumlah yang diterima ;
xii. Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang
muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan
bagian pokok)
xiii. Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka
dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan
dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.
Jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka :
1. Penerimaan uang muka dari pembeli :
D. Kas xxx
K. Utang lain-Uang muka Murabahah xxx
2. Apabila murabahah jadi dilaksanakan :
D. Utang lain-Uang muka Murabahah Xxx
K. Piutang Murabahah xxx
Sehingga untuk penentuan margin keuntungan didasarkan atas
nilai piutang (harga jual kepada pembeli setelah dikurangi
uang muka).
3. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh
calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah
dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan
calon pembeli maka selisihnya dikembalikan pada calon
pembeli.
D. Utang lain-Uang Muka Murabahah Xxx
K. Pendapatan Operasional xxx
K. Kas xxx
4. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh
calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah
dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi
permintaan calon pembeli, maka penjual dapat meminta
pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan pembeli
membayarkan kekurangannya.
D. Kas/Piutang Xxx
D. Utang lain-Uang Muka Murabahah Xxx
K. Pendapatan Operasional Xxx
2.4.6 Penelitian Terdahulu
Ada beberapa penelitian yang mengangkat tentang pererapan pembiayaan
murabahah berdasarkan PSAK No.102 pada bank syariah yang telah dilakukan,
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Hasri Maulina P (2005) “Analisis Penerapan Sistem Pembiayaan
Murabahah Pada PT. BPR Syari’ah Gebu Prima Medan‘’
menyimpulkan bahwa: Penerapan sistem pembiayaan transaksi
murabahah serta pengakuan dan pengukuran pendapatan telah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku umum di dalam Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 dan 23.
2. Asmahani Mukhtar Ghaffar (2009) ” Penerapan PSAK No. 102
Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri
Cabang Medan’’ menyimpulkan bahwa: Penerapan pembiayaan
murabahah yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang
Medan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) No. 102.
3. Nur Aini Rahman (2010) ” Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan
Murabahah pada PT. Bank “x” Kantor Cabang Syariah Jakarta Pasar
Minggu’’ menyimpulkan bahwa: Secara penyajian maupun pelaporan
akuntansi pada pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh Bank ”X”
Cabang Syariah Jakarta Pasar Minggu telah sesuai dengan PSAK No.59
dan PAPSI tahun 2003. Sistem akuntansi yang diterapkan dapat
dikatakan tidak bermasalah. Mengingat sistem hanya sebagai alat untuk
mempermudah dalam memberikan output laporan secara efisien.
4. Nabila (2011) “ Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan
Murabahah Pada Bank Syariah Berdasarkan PSAK No. 102 Tentang
Akuntansi Murabahah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Sidoarjo)”
menyimpulkan bahwa: Perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah
yang dilakukan peneliti pada PT. BRI Syariah Sidoarjo dapat bahwa
PT. BRI Syariah Sidoarjo sudah menerapkan ketentuan yang ada dalam
Standar Akuntansi Perbankan Syariah No. 102, namun masih terjadi
ketidaksesuaian pada prosedur pembiayaan murabahahnya saja.
